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ABSTRAK 

 

Penelitian ini didasarkan pada transformasi birokrasi menuju Digital 

Governance yang menuntut instansi pemerintah untuk lebih responsif dan transparan 

dalam melayani masyarakat. Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi 

Sumatera Utara menggunakan komunikasi digital sebagai instrumen utama dala 

membangun kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana peran komunikasi digital yang dijalankan oleh Biro Adpim dalam upaya 

mengoptimalkan layanan informasi publik berbasis teknologi. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam terhadap tujuh narasumber, observasi, dan dokumentasi. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Media Baru, Konsep Cyber 

Public Relations, Teori Excellence Public Relations, dan Teori Kualitas Layanan 

(Service Quality). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi digital 

Biro Adpim berperan strategis melalui platform media sosial Instagram serta Website 

resmi. Inovasi penyajian konten visual berupa video reels terbukti efektif 

meningkatkan interaksi masyarakat secara signifikan dibandingkan konten biasa dan 

flyer. Namun, ditemukan hambatan keterbatasan sumber daya manusia serta adanya 

kesenjangan pelayanan (service gap) pada pembaruan data website resmi yang 

cenderung lambat dibandingkat media sosial. Dapat disimpulkan bahwa peran 

komunikasi digital telah memberikan kontribusi besar pada keterbukaan informasi, 

namun memerlukan sinkronisasi teknologi dan penguatan kapasitas tim kreatif untuk 

mencapai layanan yang lebih baik. 

 

Kata Kunci: Komunikasi Digital, Layanan Informasi Publik, Biro Administrasi 

Pimpinan, Cyber PR, Kualitas Layanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era digitalisasi saat ini, pola administrasi publik di Indonesia 

mengalami perubahan yang signifikan, yang tadinya masih berupa model birokrasi 

Weberian, yakni birokrasi dengan model klasik yang kaku dan hierarkis kini berubah 

menjadi model birokrasi yang modern, New Public Servive (NPS) dan Digital 

Governance yang menekankan pada kecepatan, responsivitas, dan partisipasi publik 

(Silitonga, 2024).  

Fenomena ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital telah yang 

meruntuhkan batasan-batasan antara pemerintah dan publik. Perubahan ini juga 

memerlukan strategi terstruktur yang tidak hanya melibatkan adopsi teknologi, tetapi 

juga pergeseran budaya organisasi dan penguatan sumber daya manusianya 

(Mashudin, 2025). Model birokrasi lama yang cenderung bersifat satu arah (top-

down) tersebut, kini menghadapi tantangan besar dan serius dari masyarakatnya yang 

semakin melek teknologi digital (digital native). 

Di Indonesia, disrupsi digital ini memaksa lahirnya konsep Government 4.0, 

yang di mana pemerintah dituntut untuk lebih gesit, transparan, dan partisipatif 

(Rusdy & Flambonita, 2023). Saat ini, komunikasi publik tidak lagi hanya sekadar 

menyampaikan pesan pemerintah kepada rakyat, tetapi juga bagaimana cara 

membangun hubungan dua arah yang simetris melaui media baru (New Media). Jika 
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pemerintah mengalami kegagalan dalam mengelola ruang digital, maka tidak hanya 

akan menciptakan kekosongan informasi, tetapi juga akan memberikan ruang dan 

kesempatan bagi penyebaran misinformasi dan disinformasi yang dapat mengganggu 

stabilitas sosial dan kepercayaan publik (public trust) (Rusdy & Flambonita, 2023). 

Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan kunci dari demokrasi 

yang sehat. Di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi suatu negara, 

berhak untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil dan bahkan bagaimana 

anggaran daerah itu dikelola. Landasan ini tertuang jelas dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Yang mana, 

UU ini menggeser paradigma informasi dari “milik pemerintah” menjadi “milik 

publik” (Azka & Najicha, 2022). 

Namun, untuk penerapan UU KIP di era digital ini memerlukan alat bantu 

yang lebih modern. Selain itu, pemerintah telah memperkuatnya melalui Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). Yang mana, SPBE ini memberikan instruksi agar setiap elemen 

pemerintahan turut memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menciptakan birokrasi 

yang efisien, transparan dan akuntabel (Sipayung et al., 2025). 

Terkhusus di Sumatera Utara, dalam struktur Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara ini, Biro Administrasi Pimpinan (ADPIM) memiliki posisi yang 

sangat vital. Berbeda dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang 

mengelola infrastruktur teknologi secara makro, Biro Adpim ini memiliki fokus pada 
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komunikasi mikro strategis yang berkaitan langsung pimpinan daerah yakni Gubernur 

dan Wakil Gubernur. Segala narasi baik mengenai arah kebijakan pimpinan, 

representasi citra daerah, dan edukasi publik mengenai program strategis pimpinan, 

semua dikelola oleh Biro Administrasi Pimpinan (ADPIM). 

Sementara itu, sebagai garda terdepan dalam membangun reputasi pemerintah 

daerah, Biro Administrasi Pimpinan (ADPIM) dituntut untuk memiliki kemampuan 

Digital Public Relations yang mumpuni. Hal ini mencakup pengelolaan aset digital 

seperti media sosial resmi, situs web, hingga manajemen konten visual yang 

merepresentasikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Peran ini menjadi semakin 

berat ketika pimpinan daerah menjadi tokoh sentral yang setiap langkahnya dipantau 

oleh publik melalui media sosial para masyarakat secara real-time. Oleh karena itu 

pula, efektivitas komunikasi digital di Biro Adpim Setda Provsu menjadi hal penting 

dalam pembentkan opini publik di tingkat regional maupun nasional. 

Sumatera Utara, terkhususnya di kota Medan dan sekitarnya, ialah wilayah 

dengan tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi. Terlebih masyarakat 

Sumatera Utara memiliki karakteristik yang frontal dan kritis baik di dunia nyata 

maupun di media sosial, hal ini menciptakan lingkungan komunikasi yang sangat 

dinamis. Berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga 

Youtube telah menjadi saluran utama para masyarakat dalam menyampaikan keluh 

kesah, aspirasi, sekaligus juga memantau bagaimana kinerja dari pemimpinnya. Hal 

ini menciptakan fenomena di mana publik tidak lagi sabar menunggu berita di surat 
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kabar konvensional esok hari, masyarakat lebih menginginkan informasi yang cepat 

dan bisa diakses saat itu juga. 

Pemanfaatan teknologi seperti Big Data Analytics, Media Monitoring, 

maupun algoritma media sosial seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Biro Adpim 

untuk memahami apa yang sedang menjadi keresahan para masyarakat. Namun, 

seringkali penggunaan teknologi masih hanya terbatas pada fungsi administratif 

publikasi saja dan belum menyentuh fungsi strategis-analitis. Optimalisasi layanan 

informasi publik berbasis teknologi seharusnya mampu menghadirkan data yang 

akurat, konten-konten yang edukatif, serta respons yang cepat terhadap isu-isu yang 

berkembang di wilayah Sumatera Utara. 

Walaupun begitu, meskipun secara administratif Biro Administrasi Pimpinan 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini telah mengadopsi berbagai platform 

media digital seperti Instagram, website, dan juga Youtube, peneliti masih melihat 

adanya kesenjangan antara harapan (Das Solen) dan kenyataan (Das Sein). Secara 

ideal, layanan informasi publik yang berbasis digital haruslah bersifat interaktif dan 

juga inklusif.  

Namun, dalam informasi awal, peneliti menemukan bahwa saluran 

komunikasi digital dari pemerintah daerah sering kali masih hanya bersifat 

pengumuman saja dari pada percakapan respons dari umpan balik yang seharusnya 

terjadi. Dapat dilihat dari hal di atas bahwa, pola komunikasi yang diterapkan masih 

bersifat satu arah dan belum menyentuh engagement yang diharapkan. Sebagaimana 

yang harus dicapai dari optimalisasi layanan informasi publik yang efektif ialah dari 
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segi pola komunikasi yang dua arah atau pasrtisipatif yang juga menuntut kecepatan 

respons terhadap publik. 

Selain itu, dari yang dapat dilihat dari media sosial Instagram dari Biro Adpim 

Provsu yakni di @adpimsumut, konten-konten informasi yang disajikan terkadang 

masih terlalu bersifat seremonial dan lebih menonjolkan sisi protokoler pimpinan 

dibandingkan substansi manfaat kebijakan bagi masyarakat luas. Sementara itu, dapat 

terlihat dari sisi interaksivitasnya, engagement dari akun Instagram Biro Adpim ini 

yang masih tergolong minim dalam hal interaksivitasnya. 

Maka, ketidakoptimalan dalam hal pemanfaatan teknologi komunikasi digital 

ini dapat berakibat pada munculnya ketidakpastian informasi (information ambiguity) 

di tengah masyarakat Sumatera Utara. Hal ini tentunya akan sangat berisiko memicu 

polarisasi ataupun ketidakpuasan publik yang tidak perlu. Maka dari itu, sebuah 

kajian mendalam mengenai bagaimana peran komunikasi digital dijalankan oleh Biro 

Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat 

relevan dan mendesak untuk dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini karena masih terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan komunikasi 

digital oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara 

ini dengan tuntutan layanan informasi publik yang interaktif, responsif, dan 

partisipatif. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menelaah bagaimana peran 

komunikasi digital dalam optimalisasi layanan informasi publik berbasis teknologi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang ada pada uraian latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana peran komunikasi digital yang 

dijalankan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik berbasis teknologi? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis 

mengenai peran komunikasi digital yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pimpinan 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan optimalisasi 

layanan informasi publik berbasis teknologi.  

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah: 

1. Manfaat secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan mengenai 

ilmu komunikasi terkhusus pada disiplin Humas Pemerintahan (Government Public 

Relations) dan juga komunikasi digital dalam hal birokrasi daerah. Serta memberikan 

sumbangan pemikiran dan literasi baru mengenai model optimalisasi layanan 

informasi berbasis teknologi yang dapat dijadikan acuan atau bahan perbandingan 

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji fenomena yang serupa. 

2. Manfaat secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, 

terkhususnya di bidang komunikasi pemerintahan dan komunikasi digital, serta dapat 

menjadi referensi dan rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya terkait topik yang 
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serupa, terutama terkait praktik humas pemerintahan, cyber public relations, dan 

pemanfaatan media digital dalam pelayanan publik. 

3. Manfaat secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan 

strategis dalam menyempurnakan pola komunikasi digital yang telah berjalan di Biro 

Adpim, sehingga layanan informasi publik dapat mencapai hasil yang optimal. serta, 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan teori-

teori komunikasi yang telah dipelajari oleh peneliti selama masa perkuliahan di FISIP 

UMSU dalam fenomena nyata di instansi pemerintahan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Bab ini menguraikan mengenai peran, komunikasi digital, optimalisasi, 

layanan informasi publik berbasis teknologi (e-service), teori excellence in public 

relations (Grunig & Hunt), teori media baru, teori kualitas layanan informasi (service 

quality), konsep cyber pulic relations (Philips & Young), serta anggapan dasar. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, kerangka konsep, definisi 

konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian. 



8 
 

 
 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan meguraikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Peran 

Peran ini merupakan konsep yang menggambarkan kumpulan perilaku yang 

diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam srtuktur sosial ataupun 

organisasi, di mana individu yang menduduki suatu posisi tertentu diharapkan dapat 

menjalankan tugas, fungsi, atau perilaku tertentu yang sesuai dengan peran tersebut. 

Peran ini sering dipahami sebagai tindakan atau fungsi yang dijalankan oleh aktor 

(individu ataupun organisasi) untuk memenuhi ekspektasi sosial, struktur organisasi, 

dan tujuan bersama dalam suatu konteks interaksi sosial ataupun kerja sama antar 

pihaknya. Hal ini sesuai dengan pandangan Levinson dan Soekanto bahwa peran 

mencakup norma, fungsi, dan perilaku yang terkait pada status sosial dalam sistem 

masyarakat atau organisasi serta pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang 

menempati posisi tertentu dalam stuktur tersebut (Samsuri, 2016). 

Peran komunikasi digital dalam ruang lingkup layanan informasi publik ini 

sangat penting, karena dapat mengubah bagaimana cara pemerintah menyampaikan 

informasi kepada masyarakat dengan lebih cepat, akurat, dan interaktif. Komunikasi 

digital ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi saru arah, tetapi 

juga menjadi sarana strategis dalam membangun hubungan dua arah antara 

pemerintah dan publik melalui media digital. Selain itu, peran digital public relations 

dalam pemerintahan ini memberi kontibusi yang signifikan terhadap penyebaran 
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informasi inovatif kepada publik, branding lembaga, serta respons terhadap umpan 

balik masyarakat melalui kanal digital (Derivanti, 2022). 

Selain itu, transformasi digital dalam pemerintahan yang kini dikenal dengan 

E-Government Public Relations ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran 

komunikasi digital dalam mendukung strategi pelayanan informasi publik. Penerapan 

komunikasi publik berbasis teknologi ini dipandang sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari transformasi birokrasi digital, yang mana komunikasi digital ini 

berperan dalam memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta 

memperluas akses informasi kepada masyarakat (A. S. Alamsyah & Firdaus, 2024). 

2.2 Komunikasi Digital 

Komunikasi tidak akan lepas dari kehidupan manusia, karena manusia 

merupkan makhluk sosial yang tidak bisa untuk tidak melakukan komunikasi dengan 

orang lain. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia dapat dipahami sebagai sebuah 

interaksi antarpribadi melalui suatu pertukaran simbol linguistik, seperti simbol 

verbal dan non verbal. Baik berupa komunikasi lisan maupun tulisan. Mengutip dari 

Teddy Dyatmika (2021), bahwa menurut Wahlstrom (1992) komunikasi ini adalah 

proses di mana terjadi pemberian informasi, gagasan dan perasaan yang tidak saja 

dilakukan secara lisan dan tertulis melainkan melalui bahasa tubuh, atau gaya atau 

tampilan pribadi, atau hal lain di sekelilingnya yang memperjelas sebuah makna 

(Dyatmika, 2021, p. 3). 

Oleh karena itu, komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam 

kaitannya dengan pembentukan masyarakat. Karenanya dalam fenomena ini, manusia 
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terlibat dalam kegiatan komunikasi dalam kehidupan sosial, sehingga manusia dapat 

saling berdekatan atau berinteraksi dalam suatu komunitas (Milyane et al., 2022, p. 

43). 

Mengutip dari Didik Hariyanto (2021), definisi komunikasi menurut D. 

Lawrence Kincaid (1981) ialah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya 

akan tiba saling pengertian yang mendalam. Lalu, menurut Carl I. Hovland, 

komunikasi merupakan suatu proses di mana seorang individu (komunikator) 

mengoperkan stimuli dalam bentuk lambang-lambang bahasa untuk merubah tingkah 

laku/perilaku individu-individu (Hariyanto, 2021, p. 20). 

Selain itu, komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, 

penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang 

dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Yang mana, setiap penakluk 

komunikasi dengan demikian akan melakukan empat tindakan yakni; membentuk, 

menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan (Pohan & Fitria, 2021, p. 32). 

Berdasarkan penyampaian komunikasinya, umumnya setiap individu dapat 

saling berkomunikasi. Karena setiap individunya merupakan makhluk sosial yang 

mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Walaupun begitu, 

tidak semua orang terampil dalam hal berkomunikasi, oleh karenanya dibutuhkan 

pula beberapa cara dalam penyampaian informasi. Berdasarkan dari cara 

penyampaian informasinya, dapat dibedakan menjadi dua bentuk komunikasi, yaitu 

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Selain itu, komunikasi yang dilakukan 
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berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi formal, 

komunikasi informal, dan komunikasi non formal (Pohan & Fitria, 2021, p. 33). 

Komunikasi Digital dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan pesan atau 

informasi dari komunikator ke komunikan melalui media digital. Karakteristik 

komunikasi digital juga sangat berbeda dari komunikasi biasanya. Yang 

membedakannya ialah mulai dari bagaimana informasinya digabungkan, dikemas dan 

disajikan. Komunikasi digital ini lebih cepat dan lebih nyaman, selain dari fitur-fitur 

teknologi yang memungkinkan pesan dikemas dan disampaikan dengan cara yang 

unik dan menawan membuat komunikasi digital jauh lebih unggul dalam daya tarik 

pesan (Asari et al., 2023, pp. 1–2). 

Selain itu, dari pendekatan yang digunakan oleh Philips dan Young dalam 

kajian Digital Public Relations yang menekankan hubungan dua arah antara 

organisasi dan stakeholdernya melalui media digital yang interaktif. Dalam buku 

Online Public Relations oleh David Philips dan Philip Young, menjelaskan 

bagaimana strategi komunikasi digital yang memanfaatkan saluran online untuk 

membangun hubungan interaktif dan responsif, bukan hanya sekadar penyebaran 

pesan satu arah saja (Philips & Young, 2009, pp. 33–35). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Hatta dan Santoso (2025), menyatakan bahwa elemen visual dalam 

konten digital itu juga sangat penting dan berperan penting dalam menarik perhatian 

audiens (Hatta & Santoso, 2025, p. 152). 

Sementara itu, mengutip dari Febryansyah (2021), Komunikasi Digital 

menurut Fleishma n-Hillard’s merupakan segudang taktik komunikasi keluar yang 
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memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan pesan seperti email, video, 

pesan teks, iklan online, pencarian berbayar, siaran pers yang dioptimalkan, podcast, 

vodcast, dll (Febryansyah, 2021). 

Selain itu, dalam era digital pada masa ini, di mana informasi dapat menyebar 

dengan sangat cepat, hal ini tidak lepas dari peran media massa yang semakin penting 

dala membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap berbagai peristiwa, isu 

sosial, dan perkembangan dunia terkini. Informasi di era digital dapat dengan mudah 

tersebar melalui platform online seperti situs berita, media sosial, blog, dan juga 

platform informasi lainnya.  

Namun terkadang, kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi 

juga semakin rumit. Terkadang berita dan informasi palsu (hoaks) dapat dengan 

sangat cepat menyebar dan menciptakan kebingungan di antara masyarakat. Oleh 

karena itu, dalam era digitalisasi saat ini, media massa berperan sangat penting dalam 

memeriksa fakta dan kebenaran informasi yang ada (I. L. Alamsyah et al., 2024). 

Walaupun pemanfaatan media digital dan media sosial telah mengubah pola 

komunikasi menjadi lebih cepat dan interaktif namun tetap menuntut pengelolaan 

informasi yang jelas dan bertanggung jawab. Dalam penelitian dan dilakukan oleh 

Hidayat et al (2023), menegaskan bahwa penggunaan media digital tanpa pemahaman 

dan pengelolaan yang baik dapat menurunkan kualitas penyampaian dan pemahaman 

informasi. Oleh karena itu, dalam ruang lingkup komunikasi digital pemerintah, 

pengelolaan konten dan interaksi yang tepat menjadi faktor yang penting untuk 
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memastikan layanan informasi publik berjalan efektif dan mudah dipahami 

masyarakat (Hidayat et al., 2023). 

Oleh karena itu, dikarenakan era digital yang semakin berkembang ini, 

komunikasi juga telah mengalami transformasi yang pesat. Teknologi informasi dan 

komunikasi telah membawa perubahan dalam cara kita berinteraksi, berbagi 

informasi, dan membangun hubungan. Dinamika komunikasi digital kini tidak hanya 

mempengaruhi individu, tetapi juga organisasi, masyarakat, dan juga budaya. 

Dikarenakan era digital yang terus berubah, maka memahami tren yang semakin 

terkini dalam komunikasi digital juga merupakan kunci untuk tetap relevan dan 

efektif dalam berkomunikasi (Andzani & Irwansyah, 2023). 

2.3 Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara ini merupakan unsur pendukung pimpinan daerah yang berada di bawah 

Sekretariat Daerah Provinsi. Biro Adpim ini memiliki tugas utama untuk memberikan 

pelayanan administratif dan fasilitas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur 

terkhususnya dalam penyiapan materi pimpinan, dokumentasi kegiatan, serta 

pengelolaan komunikasi dan informasi pimpinan kepada publiknya. Dalam hal 

praktiknya, Biro Adpim ini juga berperan sebagai pengelola narasi kebijakan dan 

citra pimpinan daerah melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk kanal media 

digital untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara ini memiliki makna penting dalam struktur pemerintahan, terutama yang terkait 

dengan penyediaan materi, komunikasi pimpinan, maupun penyebaran informasi 

publik. Dalam organisasi pemerintahan, biro ini bertindak sebagai pengelola 

komunikasi strategis dan juga fasilitator informasi yang bertanggung jawab atas 

penyusunan konten komunikasi pimpinan serta koordinasi komunikasi internal dan 

eksternal yang efektif. 

Keberadaan Biro Adpim ini juga bersisian dengan fungsi public relations 

yang dalam era digital menuntut pengadaptasian terhadap kanal konunikasi baru, di  

mana Biro Adpim juga harus mampu memanfaatkan media digital untuk 

menyampaikan narasi pimpinan daerah yang tepat sasaran dan membangun hubungan 

publik yang lebih luas. Model komunikasi digital seperti digital public relations ini 

menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana Biro Adpim di pemerintahan 

modern ini tidak hanya menjadi penyedia informasi, tetapi juga menjadi penyedia 

layanan komunikasi yang proaktif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial 

(Derivanti, 2022). 

Yang mana, dalam hal upaya membangun citra positif dari institusi 

pemerintahan di mata publik. Praktisi digital public relations ini juga bertanggung 

jawab dalam hal mematahkan citra pemerintahan yang sering dianggap publik tidak 

responsif, tidak kompeten, arogan, tidak menonjol dan apatis. Serta, Praktisi digital 

public relations ini juga harus mampu menunjukkan bahwa sebagai institusi 
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pelayanan publik, birokrasi pemerintahan itu dicitrakan sebagai institusi yang 

responsif dan proaktif dalam memberikan pelayanan kepada publik (Iriantara, 2019). 

Selain itu, dalam menjalankan fungsinya, seorang public relations juga harus 

menguasai informasi yang disampaikan agar dapat memberikan konten informasi 

yang valid kepada publik. Selain menguasai kemampuan untuk mengemas konten 

dengan valid, seorang public relations juga harus mampu menguasai teknis 

penyebaran informasi yang dimulai dari pencarian fakta (fact finding) ataupun data 

informasi yang sedalam-dalamnya mengenai sebuah isu terkait dengan kebijakan 

lembaganya. Secara teknis, penyebaran informasi mengenai program atau kebijakan 

diperoleh dari staf yang mencari, menggali sedalam-dalamnya informasi atau 

kejadian yang terjadi. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh tiap 

bidang pemerintahannya (Prastowo, 2020). 

Dalam Practice of Government Public Relations, dijelaskan bahwa 

memberikan pelayanan publik merupakan hal yang paling penting dan diperlukan 

oleh humas pemerintah, tujuan dalam menyampaikan informasi publik tersebut ialah 

unutk memajukan kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Mengutip dari Siswanto dan 

Abraham (2016), Cutlip et al. (2006), mengungkapkan dua premis fundamental 

tentang pentingnya pemerintah mempraktikkan public relations adalah, pertama, 

penerintahan yang demokratis harus menyampaikan kegiatannya kepada masyarakat. 

Kedua, administratif pemerintahan yang efektif memerlukan partisipasi dan dukungan 

aktif dari masyarakat. Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang 
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demokratis perlu mempraktikkan pertukaran informasi agar terciptanya partisipasi 

masyarakat (Siswanto & Abraham, 2016, p. 57). 

2.4 Optimalisasi Layanan Informasi Publik 

Optimalisasi dalam hal layanan informasi publik ini merujuk pada upaya 

sistematis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang 

diberikan kepada masyarakat termasuk melalui pengelolaan sumber daya, perbaikan 

proses, dan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Optimalisasi ini tidak hanya 

berhenti pada peningkatan kinerja operasional tetapi juga melibatkan strategi integrasi 

teknologi, peningkatan aksesibilitas, serta responsivitas terhadap kebutuhan dan 

harapan publik agar layanan dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan di era 

digital ini. Optimalisasi layanan informasi digital dapat mempercepat proses layanan, 

mengurangi birokrasi, dan memperluas aksesibilitas informasi kepada masyarakat, 

sehingga dapat menciptakan pelayanan informasi publik yang lebih responsif dan 

transparan di era digitalisasi pemerintahan (Yungkul, 2025). 

Dalam ruang lingkup pemerintahan, optimalisasi layanan informasi publik ini 

berarti pengembangan dan pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi seperti e-

government, portal layanan digital, aplikasi, maupun media sosial untuk mempercepat 

penyampaian informasi, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan 

keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelayanannya (Yungkul, 2025). 

Optimalisasi dalam suatu layanan atau  program menuntut adanya pengelolaan 

yanng terencana, tepat sasaran, dan diawasi dengan baik agar sumber daya yang 

digunakan tidak menjadi sia-sia. Pengelolaan yang tidak optimal akan berpotensi 
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menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan layanan meskipun sumber daya yang 

dimiliki cukup besar (Saleh & Gunawan, 2022). 

2.5 Layanan Informasi Publik Berbasis Teknologi (e-Service) 

Di era kemajuan teknologi saat ini, layanan informasi publik dalam sektor 

pemerintahan menjadi semakin canggih. Kemudahan ini memberikan keunggulan 

dalam penyebaran informasi yang lebih cepat dengan jangkauan yang lebih luas saat 

memanfaatkan jejaring internet. Penggunaan media digital seperti website maupun 

media sosial menjadi pilihan yang tepat dalam memberikan kemudahan dalam akses 

layanan informasi di setiap sektornya. Kemajuan teknologi ini mengharuskan sektor 

pemerintahan juga ikut bertransformasi dalam bidang pelayanan informasi publiknya, 

yakni dengan mengalihkan pelayanan publik mereka ke kanal informasi yang 

berbasiskan teknologi, atau biasa juga disebut dengan dari dunia nyata ke dunia 

maya. 

Layanan informasi publik merupakan suatu konsep dasar pemerintah untuk 

melaksanakan amanat Undang-Undang 1945, dalam menyiapkan sagala akses 

komunikasi dan informasi dengan menyediakan segala jenis saluran informasi yang 

tersedia. Baik melalui media pos dan telekomunikasi, penyiaran, media komunikasi 

sosial, media massa serta berbagai media yang bersifat interpersonal sebagai bagian 

dari perwujudan ruang publik untuk melakukan kegiatan komunikasi dan informasi 

(Suryani, 2019). 

Informasi publik ini juga merupakan suatu informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan ataupun diterima oleh suatu badan publik yang 
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berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara ataupaun badan publik 

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Dikarenakan, informasi juga merupakan kebutuhan setiap orang bagi pengembangan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan 

nasional. Hak memperoleh informasi ini merupakan hak asasi manusia dan 

keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu ciri penting negara 

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik (Suryani, 2019). 

Selain itu, memiliki media sosial maupun situs website bagi suatu organisasi 

pemerintahan yang memberikan layanan informasi publik merupakan langkah awal 

dalam mewujudkan e-service pada pelayanan informasi publik yang berkualitas 

(Fakih & Lawati, 2019). Pemanfatan media sosial dan juga website dalam hal 

penyebaran layanan informasi publik di pemerintahan juga merupakan wujud dari 

penerapan E-Governance, yang mana ini merupakan suatu hubungan timbal balik 

antara pemerintah (sebagai otoritas negara) dengan masyarakatnya. 

Yang mana, tujuan adanya E-Governeance ialah untuk mencapai keberhasilan 

dalam hal hubungan timbal balik yang saling memperkuat maupun saling 

memperbaiki antara pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Di mana rakyat meliliki 

harapan yang besar terhadap pemerintah yang mana sebagai penyelenggara negara 

memberikan pelayanan yang maksimal dan adil berkat komunikasinya yang membaik 

dengan masyarakatnya. Sehingga, dengan adanya E-Governance ini seharusnya 
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menjadi salah satu jalan untuk memberikan kemudahan saluran dalam penyampaian 

respon atas kualitas pelayanan yang diberikan (Wulur & Mulyanti, 2023). 

Sementara itu, keterbukaan informasi publik ini juga merupakan suatu sarana 

dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan 

badan publik lainnya maupun segala sesuatu yang berakibat terhadap kepentingan 

publik. Layanan informasi publik dalam rangka pemenuhan hal masyarakat ini 

berbanding tegak lurus dengan keterlibatan publik untuk berpartisipasi mendapatkan 

informasi tersebut. Pemenuhan layanan informasi publik ini tentunya tidak akan 

berjalan dengan maksimal tanpa partisipasi masyarakat dalam mendapatkan 

informasi, meskipun informasi tersebut telah disiapkan dan disiapkan. 

2.6 Teori Kualitas Layanan Informasi (Service Quality) 

Dalam hal pelayanan informasi publik yang berbasis teknologi, kualitas 

layanan informasi ini merupakan hal yang menjadi aspek penting, karena hal ini akan 

mencerminkan bagaimana dan sejauh mana layanan informasi yang disampaikan 

sesuai dengan yang diinginkan oleh para pengguna layanan informasi publik itu 

sendiri. Dalam teori ini nantinya tidak akan hanya menjadi ukuran bagaimana hasil 

dari layanan informasinya, akan tetapi juga akan mencakup bagaimana dan seperti 

apa proses komunikasi digital ini nantinya akan mempengaruhi persepsi dan 

kepuasan pengguna informasi tersebut. 

Mengutip dari Ariyanto et al., menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry 

(1990), kualitas layanan adalah perbandingan antara harapan pelanggan terhadap 

layanan yang diinginkan dengan persepsi mereka terhadap layanan yang mereka 
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terima. Dengan kata lain, kualitas layanan tercapai ketika layanan yang diberikan 

sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Dalam konteks ini, perusahaan harus 

berfokus pada peningkatan seluruh aspek layanan untuk memastikan bahwa 

pelanggan merasa puas dan loyal terhadap merek (Ariyanto et al., 2024, p. 124). 

Mengutip dari Kualitas Layanan: Teori dan Aplikasinya oleh Wiwik 

Sulistiyowati (2018), Wiwik (2011) menjelaskan bahwa kualitas itu merupakan 

sesuatu yang diputuskan oleh pelanggan, ini berarti bahwa kualitas itu didasarkan 

pada pengalaman aktual dari pelanggan atau konsumen terhadap suatu produk 

ataupun jasa yang diukur berdasarkan pada persyaratan-persyaratan tersebut. Dalam 

buku ini juga menjelaskan bahwa, kualitas layanan ini dapat didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang memfokuskan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang disertai dengan ketepatan dalam menyampaikannya 

sehingga tercipta kesesuaian yang berimbang dengan harapan konsumen 

(Sulistyowati, 2018, pp. 14 & 25).  

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Hardiyanto 

(2024), menyebutkan bahwastrategi komunikasi pimpinan seperti dalam hal 

pembagian tugas, penetapan standar operasional pelayanan, serta penekanan pada 

sikap responsif dan ramah, juga berpengaruh dalam peningkatan kualitas layanan (A. 

Damayanti & Hardiyanto, 2024). 

Selain itu, Sakir (2024) dalam jurnalnya menyebutkan, model dalam kualitas 

layanan informasi publik ini juga harus bersifat universal, sehingga nantinya setiap 

dimensi yang ada di dalamnya dapat di terapkan di berbagai sektor atau jenis 
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pelayanan. Yang mana masing-masing dimensinya ini juga harus bersifat independen 

atau dapat berdiri sendiri tanpa  saling mempengaruhi, sehingga nantinya dapat 

memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kualitas layanan informasi yang 

diberikan. Ada beberapa indikator dari kualitas pelayanan umum yang sering 

digunakan untuk menilai seperti apa efektifitas pelayanannya, yang mana terdiri dari 

lima dimensi, yaitu bukti fisik (tangibles), reliabilitas (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) (Sakir, 2024). 

Pemahaman dalam teori ini sangat penting ketika akan mengevaluasi 

bagaimana peran komunikasi digital dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretriat 

Daerah Provinsi Sumatera ini, karena faktor-faktor ini nantinya akan membantu 

dalam menunjukkan pengaruh langsung pada bagaimana masyarakat dalam menilai 

layanan informasi publik yang diberikan oleh biro administrasi pinpinan ini. 

2.7 Teori Excellence in Public Relations (Grunig & Hunt) 

Grunig dan Hunt (1984) dalam Rachmat Kriyantono (2017), mengenalkan 

empat model public relations yang menunjukkan empat fase praktik public relations: 

press-agentry, public information, two-way asymetric, dan two-way symmetric. Yang 

mana, pada awalnya aktivitas public relations hanya sebatas sebagai agen penyedia 

informasi bagi media (press-agentry). Kemudian berkembang menjadi penyedia 

informasi bagi publik (public information). Lalu pada akhirnya, aktivitas public 

relations mulai fokus membuka saluran komunikasi dua arah, baik yang bersifat 

seimbang (simetris) maupun yang masih asimetris (Kriyantono, 2017, p. 12). 
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Yang mendasari lahirnya konsep atau teori normatif public relations adalah 

ecxellence project. Ecxellence project ini dilakukan oleh International Assosiation of 

Business Communications (IABC) Research Foundations yang dipimpin oleh James 

A. Grunig dari University of Maryland. Teori Ecxellence ini yang merupakan hasil 

dari Ecxellence Project dapat menjadi pedoman bagi organisasi tentang bagaimana 

karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh Public Relations yang ada di dalam 

organisasi itu sendiri. Teori ecxellence ini merupakan sebuah teori yang termasuk 

kedalam teori general Public Relations yang dihasilkan dari penelitian yang 

dilakukan selama lima belas tahun oleh Grunig dan tim IABC nya (Sari & Hardianti, 

2021). 

Menurut Kriyantono (2014) dalam Sari dan Hardianti (2021), teori ecxellence 

public relations ini menganggap bahwa public relations ini bukan hanya sebagai alat 

persuasif atau sebagai alat komunikator untuk menyebarkan informasi saja, tetapi 

juga dianggap sebagai profesional yang melaksanakan peran manajer yang 

menggunakan penelitian dan dialog untuk membangun hubungan yang sehat dengan 

publiknya.  

Serta, menurut Rhee, dalam Sari dan Hardianti (2021), teori ecxellence ini 

juga menjelaskan bagaimana hubungan masyarakat dapat berkontribusi sebagai 

fungsi manajemen untuk keseluruhan keefektifan organisasinya, seperti dalam 

membangun hubungan dengan publik dan penyelesaian konflik organisasi. Hal ini 

selaras dengan pendapat Cutlip, Center & Broom (2009), bahwa seorang praktisi 

Public Relations yang profesional itu harus memiliki keahlian dalam menjalankan 
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tiga perannya, yaitu dalam mendefinisikan masalah, menjadi fasilitator komunikasi, 

dan juga menjadi fasilitator untuk pemecahan masalah. Selain itu, kekuatan utama 

dari teori ecxellence ini adalah asumsi bahwa komunikasi simetris merupakan suatu 

praktik public relations yang paling efektif dan juga beretika (Sari & Hardianti, 2021, 

p. 69). 

2.8 Konsep Cyber Pulic Relations (Philips & Young) 

Konsep cyber public relations ini merupakan salah satu bentuk dari 

pengembangan modern dari public relations yang dilakukan melalui penggunaan 

teknologi digital dan internet, sehingga dapat memudahkan suatu organisasi untuk 

dapat berkomunikasi secara lebih luas, cepat, dan interaktif dengan publik 

sasarannya. Yang mana, konsep ini muncul sebagai respons terhadap perubahan yang 

terjadi dalam komunikasi global akibat revolusi teknologi informasi dan digitalisasi 

layanan informasi publiknya.  

Dalam hal ruang lingkup pemerintahan, konsep cyber public relations ini 

tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi saja tetapi juga sebagai alat 

untuk membantu dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan publik 

pemerintah melalui kanal digital seperti website maupun sosial media. Selain itu, 

dengan penerapan konsep cyber public relations ini oleh pemerintahan, maka dapat 

dinilai akan mampu unutk untuk mendekatkan komunikasi pemerintah dengan publik 

dengan melalui strategi digital yang terintegritasi (Fadlilah, 2025). 

Menurut Hidayat (2014) dalam Khairunnisa, Roem & Dewi (2023), 

menjelaskan bahwa konsep cyber public relations ini merupakan suatu inisiatif 



25 
 

 
 

sebagai suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang praktisi PR maupun 

akademisi PR dengan menggunakan suatu media baru yakni internet sebagai sarana 

publisitasnya atau yang biasa disebut dengan PR Digital (Khairunnisa et al., 2023).  

Humas berperan penting dalam manajemen krisis digital, di mana kecepatan, 

transparansi, dan juga kejujuran menjadi faktor utama dalam mempertahankan 

kepercayaan publik terhadap suatu organisasi. Oleh karenanya, kehadiran cyber 

public relations ini harus dilengkapi dengan protokol manajemen krisis yang 

terintegritasi dengan sistem komunikasi digital. Sebagai bagian dari strategi 

komunikasi pemerintah, konsep cyber public relations ini juga memainkan peran 

penting dalam meningkatkan citra lembaga publik (Hapsari & Alfraita, 2025). 

Dari segi fungsi konsep cyber public relations ini, untuk melihat 

efektifitasnya terhadap dampak yang diberikan kepada publiknya, optimalisasi 

penggunaan media online pada public relations dapat dilihat dari empat elemen dasar 

menurut Philips & Young dalam Rahman dan Sumarni (2025), yakni: Transparency; 

Cyber public relations ini membutuhkan transparansi dalam memberikan informasi 

kepada khayalak luas ataupun organisasi. Internet Priority; Transparansi yang tidak 

sengaja dilakukan oleh praktisi PR ini kemudian berinteraksi antara praktisi public 

relations dan juga khalayak melalui media sosial.  

The Internet as an Agent; Internet ini menjadi salah satu agen untuk 

menyampaikan informasi kepada publik, karena penyampaian daring inilah akan 

menimbulkan pemaknaan oleh setiap perorangan yang mendapatkan informasi 

tersebut secara berbeda. Serta, Richness in Content and Reach; Kekayaan informasi 
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ini dapat munculdan diberikan melalui jangkauan internet (Rahman & Sumarni, 2025, 

p. 274). 

2.9 Anggapan Dasar 

Adapun anggapan dasar dari penelitian ini ialah, peran komunikasi digital 

yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara ini memiliki peran yang strategis dalam mengoptimalkan layanan 

informasi publik berbasis teknologi, khususnya melalui pengelolaan media digital 

yang terencana, interaktif, dan responsif. Komunikasi digital yang dijalankan secara 

efektif diyakini mampu untuk meningkatkan keterbukaan informasi, mempercepat 

penyampaian pesan kepada publik, serta membangun hubungan dua arah antara 

pemerintah daerah dan masyarakatnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

memahami secara mendalam bagaimana peran komunikasi digital yang dijalankan 

oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam 

mengoptimalisasikan layanan informasi publik berbasis teknologi. 

Metode penelitian kualitatif dalam buku Metode Penelitian Kualitatif oleh 

Prof. Dr. Sugiyono (2022), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif ini adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi data (data gabungan), 

analisis data bersifat induktif,dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi (Sugiyono, 2022, p. 9). Sementara itu, dalam buku Metode 

penelitian komunikasi kualitatif oleh Agus Triyono (2021), menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif ini merupakan sebuah penelitian yang diperuntukan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan serta menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas 

sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Deskripsi tersebut dipergunakan untuk mendapatkan prinsip-prinsip dan 
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menjelaskan tentang sesuatu hal yang berorientasi pada sebuah kesimpulan (Triyono, 

2021, p. 39). 

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural 

setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. 

Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan 

setelah keluar obyek relatif tidak berubah (Sugiyono, 2022, p. 9). Melalui penekatan 

ini, peneliti berusaha untuk menggali makna, proses, dan praktik komunikasi digital 

yang dilakukan oleh Biro Adpim Setda Provsu, serta bagaimana komunikasi tersebut 

berkontribusi terhadap optimalisasi layanan informasi publik. 

3.2 Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini: 

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep Penelitian 

Sumber : Olahan Peneliti 2026 

Praktik Komunikasi Digital 

(Pengelolaan Media Sosial, Website, Penyajian Konten, Dan Manajemen Umpan Balik) 

 

Kualitas Layanan Informasi Publik 

(Kecepatan, Kejelasan, Akurasi, Interaktivitas) 

Optimalisasi Layanan Informasi Publik Berbasis Teknologi 

(Aksesibilitas Informasi, Kepuasan Publik, Kepercayaan Masyarakat) 

 

Peran Komunikasi Digital Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara 
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Kerangka konsep ini menggambarkan bahwa peran komunikasi digital yang 

dijalankan okeh Biro Adpim ini diwujudkan melalui pengelolaan komunikasi digital 

yang meliputi penyajian konten, pemanfaatan media digital, serta interaksi dengan 

publik. Pengelolaan komunikasi digital tersebut berpengaruh terhadap kualitas 

layanan informasi publik yang ditandai oleh kecepatan, akurasi, keterbukaan, dan 

responsivitas informasi. Yang pada akhirnya, kualitas layanan informasi publik yang 

baik diharapkan mampu mengoptimalkan layanan informasi publik berbasis teknologi 

bagi masyarakat. 

3.3 Definisi Konsep 

Adapun definisi beberapa konsep yang akan dijelaskan dalam penelitian ini 

ialah: 

1. Peran 

Peran ini merupakan konsep yang menggambarkan kumpulan perilaku yang 

diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam srtuktur sosial ataupun 

organisasi, di mana individu yang menduduki suatu posisi tertentu diharapkan dapat 

menjalankan tugas, fungsi, atau perilaku tertentu yang sesuai dengan peran tersebut. 

Peran ini sering dipahami sebagai tindakan atau fungsi yang dijalankan oleh aktor 

(individu ataupun organisasi) untuk memenuhi ekspektasi sosial, struktur organisasi, 

dan tujuan bersama dalam suatu konteks interaksi sosial ataupun kerja sama antar 

pihaknya. Hal ini sesuai dengan pandangan Levinson dan Soekanto bahwa peran 

mencakup norma, fungsi, dan perilaku yang terkait pada status sosial dalam sistem 
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masyarakat atau organisasi serta pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang 

menempati posisi tertentu dalam stuktur tersebut (Samsuri, 2016). 

2. Komunikasi Digital 

Komunikasi digital ini merupakan bentuk komunikasi yang memanfaatkan 

teknologi digital dan media berbasis internet sperti website dam media sosial untuk 

menyampaikan pesan, membangun hubungan, serta berinteraksi dengan publik secara 

real time, komunikasi digital ini dalam ruang lingkup pemerintahan berfungsi sebagai 

sarana pemerintahan untuk menyampaikan informasi kebijakan, program, dan 

layanan secara cepat dan luas kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan bagian dari 

transformasi public relations di era digital yang mengubah peran penyampaian pesan 

menjadi lebih strategis dan partisipatif (Wardhani et al., 2025). 

3. Kualias Layanan Informasi Publik 

Kualitas layanan informasi publik ini adalah suatu tingkat keunggulan layanan 

informasi yang diberikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakatnya secara akurat, cepat, transparan dan juga interaktif. Kualitas layanan 

informasi publik ini mencakup berbagai dimensi seperti kecepatan respon, akurasi 

informasi, kemudahan akses, serta penyampaian yang terpercaya kepada publik. 

Berdasarkan penelitian oleh Amba, Saleky dan Sabertian (2023), menjelaskan bahwa, 

kualitas layanan publik ini adalah kondisi layanan yang hasilnya sesuai atau melebihi 

harapan pengguna layanan sehingga menciptakan kepuasan publik (Amba et al., 

2023). 

4. Optimalisasi Layanan Informasi Publik 
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Optimalisasi layanan informasi publik berbasis teknologi ini merupakan suatu 

upaya peningkatan penyampaian informasi pelayanan pemerintah melalui 

pemanfaatan teknologi digital sehingga layanan bisa lebih responsif, efektif, dan 

interaktif bagi masyarakat. Pengimplementasian dari optimalisasi ini menjadi bagian 

penting dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di era digital saat ini 

(Amba et al., 2023). 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Adapun kategorisasi penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 3. 1 Kategorisasi Penelitian 

No. Konsep Teoritis Kategorisasi Penelitian 

1.  Peran Komunikasi Digital  Penyampaian Informasi 

 Pengelolaan Media Digital 

 Penyajian Konten 

 Manajemen Umpan Balik 

2.  Optimalisasi Layanan Informasi 

Publik Berbasis Teknologi 
 Kecepatan 

 Kejelasan 

 Akurasi 

 Interaktivitas 

 Efektifitas Layanan Informasi 

(Aksesibilitas Informasi, Kepuasan 

Publik, serta Kepercayaan Masyarakat) 
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Sumber : Olahan Peneliti 2026 

Kategorisasi penelitian ini digunakan untuk membantu peneliti dalam 

mengelompokkan konsep-konsep utama yang diteliti beserta indikator-indikatornya 

sehingga memudahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, kategorisasi disusun berdasarkan kerangka 

konsep dan rumusan masalah penelitian yang berfokus pada peran komunikasi digital 

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam 

optimalisasi layanan informasi publik berbasis teknologi. 

3.5 Informan 

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu 

dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi 

secara purposive sampling dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu 

(Yusuf, 2017, p. 149). Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang di 

antaranya meliputi Bapak Indra Kusuma Siregar, S.E, selaku Kepala Sub-Bagian 

Dokumentasi Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (Matkopim), Bapak Aldeza 

Juan, selaku Staf bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (Editor Konten), Ibu 

Hafizah Syafira, selaku Staf Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (Admin Media 

Sosial), Bapak Fadli Satya Caniago, selaku Staf Programmer yang mengelola website 

resmi, serta 3 orang masyarakat sebagai informan pendukung yakni; Yumna Sari 

Harahap, Bapak Muhammad Alfan Afandy, dan Clara Azizah Nur Salim. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 
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Menurut Sugiyono (2022), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 

2022, p. 105). Jadi, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini ialah meliputi: 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara dilakukan kepada informan untuk menggali informasi mengenai 

peran komunikasi digital dan praktik layanan informasi publik berbasis teknologi. 

2. Observasi 

Peneliti akan mengamati secara langsung aktivitas komunikasi digital melalui 

website dan media sosial resmi dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara. 

3. Dokumentasi 

Peneliti juga akan melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi arsip 

digital, seperti tangkapan layar (screenshoot), unggahan media sosial, serta dokumen 

pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah berdasarkan analisis data dari 

model Miles dan Hubberman (1984), yang mana dalam Sugiyomo (2022), analisis 

data dari model ini akan dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 
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Peneliti akan mengumpulkan data di lapangan dengan observasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Peneliti akan menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Penyajian Data 

Peneliti akan menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, ataupun bagan agar 

lebih mudah untuk dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Peneliti akan menafsirkan data dan menarik kesimpulan berdasarkan pola, 

tema, dan hubungan antar konsep yang ditemukan (Sugiyono, 2022, pp. 132–142). 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2025 hingga bulan April 

2026, yang mencakup pada beberapa tahapan, mulai dari tahapan persiapan, 

pengumpulan data, analisis data, hingga pada tahap penyusunan laporan penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara, yang berlokasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan 

Diponegoro No.30, lantai 7, Medan. 

3.9 Gambaran Singkat Lokasi Penelitan 

a. Profil Singkat Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) 
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Gambar 4. 1 Lokasi Penelitian 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2026 

Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara ini terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan 

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan 

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara. Biro Adpim Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara terdiri dari 3 (tiga) Bagian, yaitu; Bagian Perencanaan dan 

Kepegawaian Sekretariat Daerah, Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, dan 

Bagian Protokol.  

Peneliti melaksanakan penelitian di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Kantor Gubernur 

Sumatera Utara, Jalan Diponegoro No. 30, Kota Medan. Biro Administrasi Pimpinan 

(Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini merupakan salah satu unit 

birokrasi yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas pimpinan daerah, 
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terkhususnya dalam penyediaan informasi terkait aktivitas, kebijakan, serta program 

kerja pemerintah daerah kepada masyarakat. 

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini tidak hanya berfungsi sebagai unit 

administrasi, tetapi juga berperan sebagai bagian dari sistem komunikasi publik 

pemerintah daerah. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun terakhir 

initelah mendorong biro tersebut untuk mengadopsi berbagai platform komunikasi 

digital guna memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Utara ini memanfaatkan berbagai media digital seperti 

Instagram, website resmi, dan platform media sosial lainnya sebagai sarana untuk 

menyampaikan informasi mengenai kegiatan pimpinan daerah. Media digital tersebut 

digunakan untuk mempublikasikan berbagai aktifitas Gubernur dan Wakil Gubernur, 

program kerja pemerintah daerah, serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat. Melalui media digital ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi 

informasi publik serta memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakatnya. 

a. Visi dan Misi Biro Adminstrasi Pimpinan 

1) Visi 

"Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan 

Berkelanjutan". 

2) Misi 
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 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah. 

 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. 

 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah 

Lingkungan. 

 Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut 

yang tangguh. 

a. Struktur Organisasi 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Biro Adpim 

(Sumber: Website Biro Adpim 2026) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui metode 

kualitatif dan dengan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam, 

dan dokumentasi. Yang mana, studi ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis 

bagaimana peran komunikasi digital yang digunakan oleh Biro Administrasi 

Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam 

mengoptimalkan layanan informasi publik mereka yang berbasis teknologi, 

berdasarkan perspektif informan yang yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. 

Selanjutnya, data observasi dan wawancara ini kemudian dianalisis secara 

mendalam dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini akan disajikan secara sistematis berdasarkan dari data yang diperoleh 

dari wawancara dengan informan di lapangan. Setiap hasil dari penelitian ini akan 

didukung oleh kutipan langsung dari informan untuk memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana peran komunikasi digital yang 

digunakan oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara dalam mengoptimalkan layanan informasi publik berbasis teknologi. 

Permasalahan yang dibahas dalam bab ini berkaitan dengan penerapan 

komunikasi digital yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk mengetahui sejauh mana 
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komunikasi digital ini berperan dalam membantu optimalisasi layanan informasi 

publik yang mereka lakukan. 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki 

pengalaman, pemahaman, pengetahuan, dan memiliki keterlibatan langsung di 

bidangnya masing-masing dalam mencapai optimalisasi layanan informasi publik. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yang sesuai dengan metode kualitatif. Teknik ini digunakan agar 

peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dari pihak-pihak yang memiliki 

keterlibatan langsung dalam aktibitas komunikasi digital yang diteliti. 

Informan pertama dalam penelitian ini bernama Bapak Indra Kusuma Siregar, 

S.E, beliau merupakan Kepala Sub-Bagian Dokumentasi Bagian Materi dan 

Komunikasi Pimpinan (Matkopim) di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bapak Indra berusia 50 tahun. Penulis 

memilih Bapak Indra karena beliau memiliki keterlibatan langsung dalam 

memanagemen dan mengkoordinasi penyiapan informasi yang akan disampaikan 

kepada publik. 

Gambar 4. 3 Wawancara Bersama Bapak Indra Kusuma Siregar, S.E 

(Sumber: Hasil Penelitian 2026) 
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Selanjutnya, informan kedua dalam penelitian ini bernama Bapak Aldeza 

Juan, beliau merupakan Staf di bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (Matkopim) 

Bagian Materi di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. Beliau berusia 26 tahun. Penulis memilih Bapak Juan sebagai 

informan kedua pada penelitian ini karena beliau merupakan orang yang terlibat 

langsung dalam proses penyiapan konten informasi dan juga sekaligus merangkap 

sebagai editor konten yang akan di publikasi di platform digital yang dimiliki oleh 

Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini. 

Gambar 4. 4 Wawancara Bersama Bapak Aldeza Juan 

(Sumber: Hasil Penelitian 2026) 

Informan ketiga dalam penelitian ini bernama Ibu Hafizah Syafira, beliau 

merupakan Staf Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (Matkopim) di Biro Administrasi 

Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Beliau berusia 28 

tahun. Penulis memilih Ibu Hafizah sebagai informan ketiga pada penelitian ini karena beliau 

merupakan orang yang bertugas sebagai Admin media sosial dari Biro Administrasi 

Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang juga merangkap 

sebagai Content Creator dan Design Grafis. 
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Gambar 4. 5 Wawancara Bersama Ibu Hafizah Syafira 

(Sumber: Hasil Penelitian 2026) 

Informan keempat dalam penelitian ini bernama Bapak Fadli Satya Caniago, 

beliau merupakan Staf Programmer di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Beliau berusia 23 tahun. Penulis 

memilih Bapak Fadli sebagai informan keempat pada penelitian ini karena beliau 

merupakan orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan website resmi dari Biro 

Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Gambar 4. 6 Wawancara Bersama Bapak Fadli Satya Caniago 

(Sumber: Hasil Penelitian 2026) 
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Untuk informan pendukung dalam penelitian ini yakni, masyarakat, penulis 

memilih 3 orang. Untuk informan pendukung yang pertama bernama Yumna Sari 

Harahap, beliau berusia 21 tahun, yang berprofesi sebagai wiraswasta. Untuk 

informan pendukung kedua bernama Bapak Muhammad Alfan Afandy, beliau berusia 

30 tahun, yang berprofesi sebagai Satpol PP. Dan untuk informan yang ketiga 

bernama Clara Azizah Nur Salim, beliau berusia 20 tahun, beliau merupakan 

mahasiswa aktif di Universitas Prima Indonesia (UNPRI). Penulis memilih ketiga 

informan pendukung diatas untuk mengetahui bagaimana pengalaman penggunaan 

layanan informasi publik yang berbasis tekologi dari Biro Administrasi Pimpinan 

(Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta ingin mengetahui 

bagaimana pendapat mereka mengenai informasi yang disampaikan dalam platform 

digital yang disediakan oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim). 

Gambar 4. 7 Wawancara Bersama Masyarakat 1, Yumna Sari Harahap 

(Sumber: Hasil Penelitian 2026) 
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Gambar 4. 8 Wawancara Bersama Masyarakat 2, Bapak Muhammad Alfan Afandy 

(Sumber: Hasil Penelitian 2026) 

Gambar 4. 9 Wawancara Bersama Masyarakat 3, Clara Azizah Nur Salim 

(Sumber: Hasil Penelitian 2026) 

4.1.1 Peran Komunikasi Digital Biro Administrasi Pimpinan (Adpim)  

Komunikasi digital dalam ruang lingkup Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) 

Setda Provinsi Sumatera Utara ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran 

informasi, tetapi juga sebagai sarana pembangunan kepercayaan publik (public trust). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Kusuma Siregar, S.E., selaku 

Kasubbag Dokumentasi Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (MATKOPIM) 
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yang telah mengabdi selama 12 tahun, memberikan pandangan mendasar mengenai 

posisi strategis komunikasi digital di instansinya. 

Yang mana, pada saat wawancara berlangsung, peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada Bapak Indra mengenai bagaimana strategi komunikasi digital yang 

dirancang untuk menyampaikan informasi pimpinan kepada masyarakat serta apakah 

strategi komunikasi digital yang diterapkan itu sudah dua arah atau tidaknya. Pada 

pertanyaan ini, Bapak Indra menjawab dengan tegas bahwa: 

“Ya, sudah bersifat dua arah, program kerja yang sudah dilaksanakan oleh 

pemerintah diinformasikan melalui media sosial seperti Instagram, Tiktok, 

dan yang lainnya. Jadi yang sudah dikerjakan, yang dibutuhkan sama 

masyarakat itu nantinya akan diinformasikan melalui media sosial resmi dari 

Biro Adpim.” 

Pada pernyataan Bapak Indra ini, mencerminkan adanya kesadaran birokrasi 

bahwa layanan informasi publik saat ini harus lebih dari sekadar pengumuman satu 

arah saja. Yang mana dengan memanfaatkan Instagram, website, Tiktok dan platform 

media digital lainnya, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Sumatera 

Utara ini mencoba measuki ruang digital yang lebih santai namun tetap informatif. 

Bapak Indra juga menekankan bahwa prioritas informasi ini ditentukan berdasarkan 

kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Ketika peneliti memberikan pertanyaan 

mengenai bagaimana proses penentuan proritas informasi yang akan dipublikasikan 

melalui media digital, beliau menjelaskan: 

“Dengan menganalisa permasalahan yang berkembang di masyarakat dan 

dibutuhkan di masyarakat seperti tentang banjir, belakangan ini kan 

berkembang masalah banjir, pendidikan dan kesehatan, jadi yang jadi 
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prioritasnya itu yang dikerjakan pemerintah yang jadi permasalahan di 

masyarakat itu.” 

Berdasarkan pernyataan beliau, hal ini menunjukkan bahwa peran komunikasi 

digital di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Sumatera Utara ini 

telah mengadopsi prinsip issue management, di mana tim komunikasi dari Biro 

Adpim ini memantau apa yang sedang hangat dibicarakan oleh publik dan 

meresponnya melalui konten digital yang menunjukkan kehadiran negara dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, komunikasi digital ini berperan sebagai 

peredam konflik dan pemberi kepastian bagi masyarakat Sumatera Utara yang 

dikenal kritis dan juga frontal. 

4.1.2 Penyampaian Informasi Pimpinan Kepada Masyarakat 

Penyampaian informasi pimpinan ini merupakan fungsi utama dari Biro 

Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang 

mana, narasi yang dibangun harus mampu mempresentasikan kebijakan pimpinan 

secara akurat tanpa menimbulkan adanya mulantaiitafsir. Bapak Aldeza Juan, selaku 

staf penyiapan materi dan editor konten dari Biro Adpim ini menjelaskan proses 

panjang dibalik setiap informasi yang sampai ke media yang digunakan oleh 

masyarakat. Pada sesi wawancara dengan beliau, peneliti mengajukan pernyataan 

kepada Bapak Juan mengenai bagaimana proses penyusunan konten sebelum 

dipublikasikan di media digital. Bapak Juan kemudian memaparkan bahwa: 

“Jadi di materi komunikasi pimpinan sebelum melakukan produksi konten 

kami tuh dah pasti melakukan yang namanya brainstorming, yaitu melakukan 

riset dan kajian-kajian diluar sana tentang apa topik-topik yang sedang panas 
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setelah itu kami berembuk bagaimana penyusunannya alur-alurnya kami lihat 

yang viral dan kami buat mappingnya dan kemudian itu kami approve lalu 

kami lakukan eksekusi.” 

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa, proses penyampaian informasi ini 

sangat bergantung pada kecepatan dokumentasi di lapangan. Lalu, ketika peneliti 

bertanya kepada Bapak Indra Kusuma Siregar sebelumnya mengenai bagaimana 

upaya memastikan informasi tersebut dipublikasikan secara cepat dan tepat waktu. 

Beliau kemudian menjelaskan bahwa: 

“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pak Gubernur, Wakil Gubernur, 

Sekretaris Daerah, harus cepat diinformasikan melalui media sosial seperti 

rapat, kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan ke masyarakat itu kita 

dokumentasikan baru kita buat narasinya baru sudah komplit baru kita 

naikkan ke media sosial secepatnya.” 

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa, penyampaian informasi ini tidak 

hanya mengedepankan kecepatan saja, tetapi juga penyesuaian bahasanya. 

Selanjutnya, Bapak Aldeza Juan juga menambahkan jawabannya atas pertanyaan 

peneliti yang mengenai penyesuaian bahasa, bahwa: 

“Nah untuk penggunaan bahasa kami tergantung pada topik yang akan dibuat 

misalnya untuk topik formal udah pasti bahasa yang digunakan itu untuk 

kalangan-kalangan yang hampir dijangkau seluruh masyarakat itu kayak 

misalnya pengumuman atau audiensi dan segala macam kayak sambutan juga 

ya seperti itu lah.” 

Dari salah perspektif masyarakat, Yumna Sari Harahap (21 tahun), beliau 

memberikan tanggapan positif terhadap pola penyampaian ini. Saat sesi wawancara 

dengan Yumna, mengenai apakah informasi yang disampaikan melalui media digital 

itu mudah untuk dipahami. Kemudian beliau menjawab bahwa: 
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“Menurut saya informasi yang disampaikan melalui Instagram mereka sudah 

cukup mudah dipahami karena biasanya dilengkapi dengan foto kegiatan dan 

penjelasan singkat di bagian caption bahasa yang digunakan juga cukup 

sederhana ya jadi masyarakat bisa mengerti maksud dari informasi yang 

disampaikan.” 

Dari tanggapan Yumna ini membuktikan bahwa, strategi “penyederhanaan 

bahasa birokrasi” yang dilakukan oleh tim editor konten dari Biro Administrasi 

Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Sumatera Utara ini telah membuahkan hasil yang 

efektif dalam menjangkau pemahaman publik. 

4.1.3 Pengelolaan Media Digital Resmi 

Gambar 4. 10 Instagram Biro Adpim 

(Sumber: Instagram Biro Adpim 2026) 

Gambar 4. 11 Website Biro Adpim 

(Sumber: Instagram Biro Adpim 2026) 

Dalam pengelolaan media digital resmi dari Biro Administrasi Pimpinan 

(Adpim) Setda Provinsi Sumatera Utara ini melibatkan tim yang terintegrasi antara 

asmin media sosial dan dan pengelola website. Ibu Hafizah Syafira, selaku admin 
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media sosial dari Biro Adpim, menjelaskan bahwa pengelolaan platform digital ini 

dilakukan dengan pembagian tugas yang spesifik untuk menjaga intensitas publikasi. 

Dari sesi wawancara bersama Ibu Hafizah Syafira, peneliti menanyakan mengenai 

bagaimana sistem pengelolaan akun media sosial resmi dari Biro Adpim. Kemudian 

beliau mejelaskan bahwa: 

“..., kalau untuk pengelolaannya ya, secara struktur ya buat konten kan, buat 

konten, itu dari kerjaan konten publikasi informasi, ..., nah kalau untuk 

publikasi informasi kegiatan pimpinan daerah itu kita harus koordinasi, 

penyesuaian informasi, persetujuan, terus ada dua tahapan ya acc Pejabat 

Fungsional sebagai penanggung jawabnya abistu kita harus acc ke kepala 

bagian, Pak Afri, sebelum informasi itu kita sampaikan, kita harus acc ya 

pastinya dulu, ...” 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pengelolaan media sosial ini 

tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkoordinasi dengan internal yang berwenang 

serta Dinas Kominfo. Bapak Indra Kusuma Siregar menyebutkan bahwa: 

“Tim pengelola media sosial di Biro Adpim khususnya di Matkopim, Bidang 

Materi Komunikasi dan Pimpinan, kami berkoordinasi dengan Tim dari Dinas 

Kominfo, Dinas Kominfo namanya, jadi kita yang dari Biro Administrasi 

Pimpinan ini selalu berkoordinasi tentang apa yang harus kita sampaikan ke 

masyarakat.” 

Sementara itu, dari segi pengelolaan website Biro Adpim, Bapak Fadli Satya 

Caniago (23 tahun), selaku selaku staf programmer di Biro Adpim ini memastikan 

bahwa situs resmi dari Bito Adpim ini menjadi pusat rujukan data. Dalam sesi 

wawancara dengan beliau, peneliti menanyakan kepada Bapak Fadli mengenai 

bagaimana sistem pengelolaan dan pembaruan konten website resmi dari Biro Adpim. 

Kemudian beliau menjawab bahwa: 
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“Untuk sistemnya kita menggunakan sistem pengelolaan dan pembaruan 

konten melalui koordinasi dengan Tim Matkopim, Materi dan Komunikasi 

Pimpinan, setiap informasi yang akan dipublikasikan bakalan di sesuaikan 

dengan kebutuhan informasi pimpinan serta kegiatan yang akan 

dilaksanakan.” 

Selain itu, Bapak Fadli juga menekankan pentingnya aksesibilitas dari 

website. Ketika peneliti bertanya pada beliau mengenai bagaimana memastikan 

website ini mudah diaksesoleh masyarakatnya. Lalu kemudian beliau menjelaskan: 

“Untuk itu website Biro Adpim ini dirancang dengan menggunakan URL 

melalui URL resmi Biro Adpim dan website nya ini dapat dibuka 

menggunakan perangkat seperti komputer laptop maupun smartphone 

sehingga masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana 

saja.” 

Namun, pengelolaan website ini mendapatkan catatan kritis dari salah satu 

narasumber masyarakat, Clara Azizah Nur Salim (20), beliau merupakan narasumber 

dari kalangan mahasiswa, Clara menyatakan pengalamannya yang kurang 

memuaskan. Dalam sesi wawancara bersama Clara, peneliti bertanya mengenai 

apakah anda merasa mudah dalam mengakses informasi melalui website atau media 

sosial resmi dari Biro Adpim. Yang mana, kemudian Clara menjawab bahwa: 

“Merasa, ibaratnya gini kita merasa mudah tapi balik lagi ke website nya 

sendiri itu masih ada beberapa informasi yang masih kurang update dan 

kurang juga pembahasannya nah disitu jugak kita sulit juga mengakses terlalu 

luas gitu kan karena informasinya juga terbatas, se, apa mungkin sedikit gitu 

ya informasi-informasi yang tercantum dan itu mungkin ada juga informasi-

informasi yang lama gitu jadi mungkin kedepannya seperti yang saya bilang 

mungkin agak harus cepat waktu dan tepat waktu dan juga lebih di luaskan.” 

Dari pernyataan Clara diatas, perbedaan persepsi antara Bapak Fadli sebagai 

pengelola dan Clara sebagai pengguna menunjukkan adanya tantangan dalam 
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menjaga konsistensi pembaruan data antara media sosial yang sangat dinamis dengan 

website yang cenderung lebih statis. 

4.1.4 Penyajian Konten Digital 

Penyajian konten ini menjadi kunci utama dalam memenangkan perhatian 

audiens di tengah persaingan informasi di internet. Biro Administrasi Pimpinan 

(Adpim) Sekretariat Daerah Sumatera Utara ini telah berinovasi dengan menyajikan 

konten dalam format video (Reels) untuk meningkatkan interaksinya. Dari 

narasumber Ibu Hafizah Syafira, beliau mengamati perbedaan yang signifikan antara 

konten teks atau flyer dengan konten video. Ketika peneliti bertanya pada Ibu Hafizah 

mengenai bagaimana anda mengetahui bahwa masyarakat merasa puas terhadap 

layanan informasi publik berbasis digital. Kemudian beliau memaparkan bahwa: 

“..., kalau kita sendiri berpikirnya itu kepuasan masyarakatnya dari tingginya 

interaksi ke sosial media nya kita, kalau flyer ini paling yang nge-like itu sikit 

gitu kan untuk video kan orang ngeliatkan dan orang lebih tertarik video, 

orang lebih puas di konten video dari pada flyer gitu karena kalau flyer kan 

baca udah lewat aja gitu kan, kita tau dari video kan orang ngeliat bisa sampek 

habis, itukan view nya kelihatan beberapa kali diputar, jadi menurut kakak sih 

interaksinya dari like share komen gitu.” 

Dari pernyataan diatas, peneliti kemudian mengobservasi akun sosial media 

Insyagram dari Biro Adpim @adpimsumut, dan menemukan bahwa engagement dari 

konten-konten flyer memang lebih sedikit interaksinya daripada konten-konten video 

reels yang memiliki lebih banyak interaksi suka dan komentar dari publik. Secara 

views juga dapat dilihat bahwa konten video reels lebih memberikan jangkauan yang 

lebih luas pada para pengguna platform tersebut. 
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Gambar 4. 12 Konten Flyer 

(Sumber: Instagram Biro Adpim 

2026) 

Gambar 4. 13 Konten Reels 

(Sumber: Instagram Biro 

Adpim 2026)  

Gambar 4. 14 Konten Flyer 

(Sumber: Instagram Biro 

Adpim 2026) 

Bapak Aldeza Juan sendiri yang selaku editor konten juga terus mencari cara 

agar konten pemerintahan ini tidak terkesan membosankan. Saat wawancara dengan 

beliau, peneliti juga bertanya mengenai apa inovasi yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas penyajian informasi digital. Bapak Juan kemudian menjawab 

bahwa: 

“Inovasi yang kami lakukan itu untuk saat ini kami mau bergerak ke 

pendekatan kasual jadi konten itu jadi lebih cepat masuk ke semua kalangan 

kayak enak di tonton gak monoton lebih ke ikutin hal-hal yang viral ntah 

mungkin ya karena kan kalangan di indonesia ni lebih suka yang kayak joget 

joget yang kayak di Tiktok mungkin kami make pendekatan seperti itu tapi 

namun pakai pendekatan yang masih formal juga gitu jadi gak cuman seperti 

itu, masih ada inti yang masih berbobot seperti itu lah inovasi kami.” 

Inovasi penyajian konten ini di apresiasi oleh informan pendukung 

masyarakat, Bapak Alfan Afandy (30), dari sesi wawancara bersama beliau, peneliti 
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menanyakan apakah informasi yang disampaikan melalui media digital mudah 

dipahami. Kemudian Bapak Alfan menjawab dengan singkat bahwa informasi 

tersebut mudah dipahami. 

Hal ini cukup membuktikan bahwa pendekatan kasual yang berbobot berhasil 

menjembatani kesenjangan komunikasi antara birokrasi dan masyarakat umum. 

4.1.5 Manajemen Umpan Balik 

Di era komunikasi dua arah, umpan alik dari publik menjadi bahan evaluasi 

yang sangat berharga. Namun, di instansi pemerintahan seperti Biro Administrasi 

Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Sumatera Utara, manajemen umpan balik menjadi 

tantangan tersendiri karena adanya beban tanggung jawab terhadap citra pimpinan. 

Dalam sesi wawancara, peneliti bertanya kepada Bapak Indra Kusuma Siregar 

mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan komentar, kritik, dan saran dari 

masyarakat di media digital. Yang mana, Bapak Indra mejawab bahwa komentar 

yang disampaikan masyarakat harus ditanggapi melalui kerja nyata bukan hanya 

ngomong tu apa, gak sampek nanti itu tujuan pelayanan ke masyarakat. 

Selain itu, Ibu Hafizah Syafira memberikan penjelasan yang lebih teknis 

mengenai operasional harian admin dalam menghadapi publik. Ketika penulis 

bertanya pada Ibu Hafizah dan beliau menjawab bahwa: 

“..., kalau untuk respon komentar sih kakak tetep baca, kalaupun kayak ada 

yang kayak ngerepost dari instagaran trus nge DM tentang replay story itu 

tetap kakak baca ada juga beberapa yang kadang beberapa yang diluar dari 

pesannya, ..., misalnya ada yang mau nanya tentang audiensi kita tetep ngasih 

tau melalui ULA dulu baru nanti jika suratnya sudah di acc atau di baca pasti 

akan di hubungi gitu sih.” 
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Namun, terkait terkait komentar negatif atau kebencian, menurut Ibu Hafizah 

hal ini memiliki kebijakan khusus. Pada sesi wawancara dengan beliau, peneliti 

bertanya mengenai berapa lama rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan 

masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa: 

“..., Kita pasti baca ya tapi untuk membalasnya kan kita butuh waktu, 

semisalnya mereka pertanyaannya kritis dan kita tidak bisa jawab kita kan 

harus bertanya dulu pada pimpinan ini jawabnya seperti apa, tapi kalau 

misalnya memang yang bukan tidak mau menjawab komentar masyarakat tapi 

jikalau memang tidak terlalu penting dan ya kan kadang respon ini ada yang 

positif ada yang negatif, kalau semisalnya negatif dan tidak sesuai fakta 

ngapain kita harus capek capek merespon gitu loh.” 

Pandangan ini kemudian diperkuat oleh pandangan dari Bapak Aldeza Juan, 

yang mana pada saat sesi wawancara peneliti bertanya mengenai bagaimana 

tanggapan masyarakat memengaruhi penyusunan konten berikutnya. Kemudian 

beliau menjawab bahwa: 

“Kalau tanggapan masyarakat itu apa ya beraneka ragam ya, karena kan di 

situ ada yang pro dan kontra apalagi terhadap pimpinan gitu, cuman ya kami 

menganggapinya harusnya dengan berbesar hati dan tidak membuat keadaan 

semakin keruh, dengan membuat konten-konten yang positif kinerja-kinerja 

pimpinan gubernur itu harus tetap ditayangkan setiap hari, jadi setelah 

masyarakat melihat itu pasti akan, oh pekerjaan bapak sepeti ini yah hasilnya 

ini, nah itu yang kami harapkan masyarakat berpikir ke pimpinan seperti itu.” 

Dari sisi masyarakat, narasumber masyarakat pertama, Yumna Sari Harahap, 

dari sesi wawancara yang dilakukan ketika peneliti bertanya mengenai pernahkah 

anda berinteraksi melalui media digital Biro Adpim, beliau mengaku bahwa hanya 

pernah memberikan tanda suka atau (like) dan belum pernah berinteraksi lebih jauh 

seperti memberikan komentar di akun tersebut..  
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Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Alfan Afandy 

yang belum pernah berinteraksi langsung. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi dua 

arah yang diharapkan masih berada pada tahap pengamatan pasif dari para 

masyarakat meskipun Biro Adpim ini sendiri sudah membuka ruang interaksi 

tersebut. 

4.1.6 Optimalisasi Layanan Informasi Publik Berbasis Teknologi 

Optimalisasi layanan ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Bapak 

Fadli Satya Caniago selaku pengelola website melihat bahwa website Biro Adpim ini 

memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan 

informasi publik secara luas. Dalam sesi wawancara dengan beliau, peneliti 

menanyakan mengenai apakah layanan informasi website resmi ini juga turut 

mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik. Lalu beliau menjawab 

bahwa: 

“Menurut saya, website resmi memiliki peran penting dalam mendukung 

peningkatan kualitas layanan informasi public, melalui website informasi 

mengenai kegiatan pimpinan, kebijakan serta berbagai dokumentasi dapat 

disampaikan dengan terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat hal ini 

membantu meningkatkan transparansi mempercepat penyebaran informasi 

serta mempermudah masyarakat memperoleh informasi resmi dari 

pemerintah.” 

Selain itu, inovasi juga hal penting yang menjadi nyawa dari 

pengoptimalisasian layanan informasi ini. Ketika peneliti bertanya pada Bapak Fadli 

mengenai apakah ada pengembangan atau inovasi teknologi yang direncanakan untuk 

meningkatkan kualitas layanan. Bapak Fadli memaparkan bahwa: 
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“Untuk ini ke depan direncanakan adanya pengembangan inovasi teknologi 

pada website kepegawaian Biro Adpim website ini berfungsi untuk 

kepegawaian lingkungan Setda Provinsi Sumatera Utara, salah satu rencana 

informasi tersebut adalah untuk mengembangkan sistem kenaikan pangkat 

otomatis yang memungkinkan proses verifikasi berkas dilakukan secara 

langsung melalui website sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi 

transparansi serta mempermudah proses administrasi kepegawaian.” 

Rencana ini menunjukkan bahwa Biro Adpim ini berupaya mengoptimalkan 

teknologi bukan hanya untuk publik eksternal saja, tetapi juga untuk efisiensi 

birokrasi internal yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan 

informasi kepada masyarakat. 

4.1.7 Kecepatan, Kejelasan, dan Akurasi Informasi 

Ada tiga indikator utama dalam penentu kualitas kualitas informasi digital 

yakni; kecepatan, kejelasan, dan akurasi informasi. Masyarakat Sumatera Utara yang 

dinamis menuntut informasi yang cepat dan akurat. Salah satu informan masyarakat, 

Yumna Sari Harahap memberikan kesaksian dari kecepatan informasi ini. Ketika 

peneliti bertanya mengenai apakah informasi yang disapaikan secara cepat dan tepat 

waktu. Beliau menjawab bahwa sejauh yang dirimya lihat informasi mereka biasanya 

diposting pada hari yang sama dan tidak lama setelah kegiatan mereka berlangsung 

jadi menurutnya, penyampaian informasinya cukup cepat dan masyarakat bisa 

mengetahui kegiatan pemerintah secara langsung melalui media sosial Biro Adpim. 

Lalu, dari Bapak Indra Kusuma Siregar sendiri menekankan bahwa kecepatan 

tidak boleh mengorbankan keakurasian informasi. Saat peneliti bertanya mengenai 

bagaimana proses verifikasi dan validasi informasi sebelum dipublikasikan. Beliau 
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menjawab bahwa sebelum di publikasikan biasanya melakukan pemastian 

kekurangan dan kekuatan data yang berasal dari sumber relevan dan terpercaya, 

kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap isi informasi, data terakurat, 

kesesuaian dengan dokumentasi atau kebijakan yang berlaku, serta tidak 

menimbulkan kesalahan informasi. Setelah itu informasi tersebut dikonsultasikan, 

divalidasi oleh pihak pimpinan yang berwenang. Jika sudah sesuai dan mendapatkan 

persetujuan, barulah informasi tersebut dapat di publikasikan melalui media sosial 

yang telah ditentukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi data-data atau 

informasi itu juga harus mereka validasi. 

Akurasi ini menjadi poin penting bagi informan kritis seperti Clara Azizah 

Nur Salim, Clara menyoroti adanya kegagalan akurasi di website tersebut yang 

menyajikan informasi lama. Pernyataan ini peneliti dapat ketika bertanya untuk 

memastikan kembali bahwa Clara ini mengetahui website Biro Adpim atau tidak, dan 

beliau menjawab bahwa: 

“Untuk webnya saya tau dikit gitu kan karena kemarin juga ada adik kelas 

saya yang membaca web itu cuman ternyata web itu masih web lama jadi dia 

mengambil informasi itu salah gitu jadi sempat di revisi sama sama salah satu 

atasan mereka gitu kan bahwasanya web mereka itu masih lama gitu dan 

belum ada mungkin mereka belum kurang membaca web baru atau yang baru 

ada sekarang kurang gitu.” 

Ketidaksinkronan data di website ini menjadi catatan serius bagi Biro Adpim 

untuk memastikan bahwa narasi informasi di media sosial selaras dengan dokumen 

resmi di website agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun, ketika 

peneliti mengobservasi kembali data informasi yang ada di website tersebut, peneliti 
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sudah tidak menemukan adanya ketidaksinkronan data dalam website tersebut. Yang 

mana, bini berarti bahwa pihak pengelola website dari Biro Adpim sudah 

memperbaharui data-data mereka di website tersebut. 

4.1.8 Membangun Kepercayaan Masyarakat Yang Pro Dan Kontra 

Tujuan akhir dari komunikasi digital ini adalah untuk membangun 

kepercayaan publik (public trust). Di mana, di tengah tantangan dan skeptisisme dari 

publik, Biro Adpim ini berusaha keras untuk tetap transparan. Yang mana, Bapak 

Indra Kusuma Siregar menyatakan bahwa komunikasi digital membantu membangun 

kepercayaan masyarakat dengan menyediakan informasi yang cepat, transparan dan 

terbuka serta merespons masyarakat secara aktif. 

Lalu, Bapak Muhammad Alfan Afandy salah satu masyarakat juga merasa 

bahwa tujuan ini sudah dicapai. Pernyataan ini penulis peroleh ketika bertanya pada 

beliau mengenai apakah komunikasi digital tersebut meningkatkan kepercayaannya 

terhadap pemerintah daerah. Lalu beliau menjawab dengan antusias bahwa hal 

tersebut meningkatkan kepercayaannya hingga 100%. 

Begitupun dengan Yumna Sari Harahap sebagai masyarakat yang setuju 

bahwa komunikasi digital ini juga turut membantu dalam meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. Beliau memberikan pernyataan bahwa menurutnya hal itu cukup 

membantu untuk meningkatkan kepercayaan, karena masyarakat juga bisa melihat 

langsung kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosial 

media. 
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Namun, Clara Azizah Nur Salim memberikan jawabannya yang lebih terukur, 

beliau menyatakan bahwa: 

“Iya mungkin dari situ kita bisa belajar mempercayai ee men apa 

menumbuhkan kepercayaan kita terhadap pemerintah ya mungkin dari mereka 

membuat media sosial dari platform itu bagaimana kegiatan-kegiatan 

pemerintah kita diluar sana  mungkin dari situ kita bisa percaya sedikit demi 

sedikit.” 

Yang mana, Clara memberikan nilai kepuasan 7,5 per 10, ini merupakan 

sebuah angka yang menunjukkan bahwa masih ada ruang lebar untuk perbaikan 

kedepannya, khususnya pada aspek keterkinian informasi digital. Perbedaan pendapat 

antara Bapak Alfan, Yumna, dan juga Clara ini mencerminkan lingkup masyarakat 

yang luas, di mana kelompok “pro” cenderung melihat kemajuan fisik teknologi. 

Sementara yang “kontra” lebih memperhatikan kedalaman dan konsistensi data yang 

ada. 

4.2 Pembahasan 

Dalam analisis Teori media baru dalam penelitian ini menitikberatkan pada 

karakteristik digitalisasi, interaktivitas, hipertekstualitas dan konektivitas. Dari hasil 

penelitian diatas, menunjukkan bahwa Biro Administrasi Pimpimpinan (Adpim) 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah sepenuhnya meninggalkan model 

komunikasi tradisional yang berbasiskan media konvensional dan beralih ke 

ekosistem digital. Penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Tiktok 

Facebook, dan juga website ini bukan hanya sekadar tren, melainkan kebutuhan 

mendesak untuk meruntuhkan batasan hierarki antara Gubernur dan rakyatnya. 
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Hal ini sesuai dengan pandangan Wahlstrom (1992) dalam Dyatmika (2021), 

komunikasi ini adalah proses di mana terjadi pemberian informasi, gagasan dan 

perasaan yang tidak saja dilakukan secara lisan dan tertulis melainkan melalui bahasa 

tubuh, atau gaya atau tampilan pribadi, atau hal lain di sekelilingnya yang 

memperjelas sebuah makna (Dyatmika, 2021, p. 3). 

Dalam hal ini, konten-konten “hook” yang dikelaskan oleh Bapak Aldeza 

Juan merupakan bentuk nyata dari penerapan elemen visual media baru untuk 

memperjelas makna kebijakan pimpinan. Kemampuan masyarakat untuk memberikan 

like dan komentar secara langsung merupakan wujud dari interaktivitas media baru 

yang mengubah masyarakat dari sekadar konsumen berita pasif menjadi partisipan 

aktif dalam pengawasan pemerintahan. 

Namun, tantangan “kekosongan informasi” seperti yang penulis sebutkan di 

latar belakang sebelumnya tetap nyata adanya. Jika birokrasi gagal mengelola media 

baru dengan cepat, maka hoaks akan mengisi ruang tersebut. Oleh karena itulah, 

mekanisme koordinasi harian dan media monitoring mingguan ini merupakan strategi 

pertahanan oeganisasi dalam ekosistem media baru yang lebih cepat. 

Lalu, dalam konsep Cyber PR, hal ini menekankan pada penggunaan internet 

sebagai sarana publikasi dan pembangunan hubungan yang berkelanjutan. Ada empat 

elemen dasar dari Konsep Cyber PR menurut Philips & Young, yakni; Transparency, 

Internet Priority, The Internet as an Agent, dan Richness in Content. Yang mana, hal 

ini dapat ditemukan dalam operasional Biro Adpim. 
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Dalam elemen tranparency, pengimplementasian di dalam Biro Administrasi 

Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini ada pada 

penyediaan laporan kinerja pimpinan secara rutin dan akses PPID yang terbuka, yang 

mana hal ini diperoleh dan terbukti dari jawaban pernyataan dari Bapak Fadli 

mengenai keterbukaan informasi kegiatan pimpinan. 

Pada elemen internet priority, pengimplementasiaannya pada Biro Adpim ini 

ada pada media sosial yang mereka jadikan kanal utama untuk penyebaran informasi 

maupun pengumuman mendesak lainnya. Yang mana, hal ini diperoleh dan 

dibuktikan dari pernyataan Bapak Indra mengenai prioritas isu yang ada di 

masyarakat. 

Pada elemen the internet as an agent, pengimplementasiaannya pada Biro 

Adpim ini ada pada penggunaan platform digital untuk membentuk opini publik yang 

positif terhadap kinerja pimpinan daerah. Yang mana, hal ini diperoleh dan 

dibuktikan dari pernyataan Bapak Aldeza Juan mengenai strateginya dala melakukan 

counter berita buruk dengan berita positif. 

Pada elemen  richness in content, pengimplementasiaannya pada Biro Adpim 

ini ada pada variasi konten yang ada pada media sosial instagram @adpimsumut, 

mulai dari flyer, video reels, hingga e-klipping harian yang ada pada website mereka. 

Yang mana, hal ini diperoleh dan dibuktikan dari pernyataan Ibu Hafizah mengenai 

efektifitas format visual video. 

Meskipun elemen-elemen ini telah ada, namun implementasinya masih belum 

simetris. Yang mana, berdasarkan pada pernyataan Ibu Hafizah, bahwa Admin jarang 
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merespons komentar negatifv yang dianggap tidak berdasarkan fakta menunjukkan 

bahwa humas digital pemerintah masih berada pada posisi defensif. Cyber PR yang 

ideal seharusnya mampu mengubah sentimen negatif melalui dialog yang konstruktif, 

bukan hanya sekadar membanjiri ruang digital dengan berita positif sebagai 

tandingannya. 

Lalu, dalam Teori Excellence in PR, teori ini memandang bahwa humas bukan 

hanya sebagai teknisi komunikasi, melainkan sebagai fungsi manajemen strategis 

yang menerapkan model komunikasi dua arah yang simetris. Berdasarkan hasil 

penelitian di atas, Bito Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provsu ini berada 

dalam fase transisidari model Public Information (penyampaian fakta satu arah) 

menuju model Two-Way Symmetrical. 

Upaya dalam pengumpulan aspirasi seperti pada peristiwa banjir dan 

pendidikan untuk dijadikan konten prioritas seperti dalam pernyataan Bapak Indra 

sebelumnya merupakan tanda awal dari model simetris, di mana organisasi 

menyesuaikan perilakunya (dalam hal ini ialah konten informasinya) yang 

berdasarkan kebutuhan publik. Namun proses “acc” dua tahap dari Pejabat 

Fungsional dan Kabag, menunjukkan bahwa humas di Biro Adpim ini masih sangat 

terikat oleh kontrol hierarki yang kuat. Dala Teori Excellence PR, humas yang 

berdaya seharusnya memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan 

komunikasi agar lebih responsif terhadap krisis digital. 

Kekuatan utama dari Biro Adpim dalam teori ini adalah status informatif yang 

diraihnya. Sebagai badan publik dengan nilai 91,91 dalam Anugerah Keterbukaan 
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Informasi Publik 2024, Biro Adpim membuktikan bahwa secara normatif mereka 

telah memenuhi standar humas yang unggul dalam hal penyediaan informasi yang 

terpercaya bagi publik (Tarigan, 2024). 

Lalu, dalam analisis Kualitas Layanan Informasi (Service Quality), 

berdasarkan dimensi kualitas layanannya, yakni; Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Yang mana, praktik komunikasi digital 

pada Biro Adpim ini dapat dianalisis sebagai berikut: 

1) Tangibles (Bukti Fisik) 

Pada dimensi ini, dapat dilihat bahwa dari kualitas desain grafis instagram dan 

kemudahan navigasi menu profil, berita, dan layanan pada website yang disusun 

berdasarkan user experience. 

2) Reliability (Keandalan) 

Dimensi ini dapat dilihat dari keandalan sistem yang divalidasi melalui verifikasi 

bertahap. Namun, dengan adanya temuan informasi lama oleh Clara sebagai 

masyarakat menjadi titik lemah dalam dimesi ini. 

3) Responsiveness (Daya Tanggap) 

Dimensi ini dapat dilihat dari segi kecepatan tim admin dalam membaca 

notifikasi dan menanggapi pertanyaan informatif (seperti prsedur audiensi) 

menunjukkan adanya daya tanggap yang baik. 

4) Assurance (Jaminan) 



63 
 

 
 

Dimensi ini dapat dilihat dari rasa percaya masyarakat (Yumna dan Bapak Alfan) 

yang muncul karena informasi yang diperoleh berasal dari akun resmi 

(@adpimsumut) yang memiliki kredibilitas institusional. 

5) Empathy (Empati) 

Dimensi ini dapat dilihat dari upaya staf Biro Adpim, Bapak Aldeza Juan, dalam 

menggunakan bahasa kasual dan memahami karakteristik Gen Z ini merupakan 

bentuk empati dari Biro Adpim terhadap gaya komunikasi audiensnya. 

Dengan adanya kesenjangan kualitas (Service Gap) yang ditemukan diantara 

platform media sosial yang “sangat responsif” dengan website yang “kurang update” 

menunjukkan perlunya sinkronisasi tata kelola teknologi di seluruh lini digital Biro 

Adpim. 

Dalam pemgaitannya dengan indikator kategorisasi penelitian. Yang mana, 

penelitian ini mengacu pada dua kategori besar yang telah dibuktikan melalui analisis 

lapangan, yakni dari kategorisasi pertama, Peran Komunikasi Digital dengan 

indikator penyampaian informasi, pengelolaan media digital, penyajian konten, dan 

manajemen umpan balik telah dijalankan secara sistematis. Tim Materi dan 

Komunikasi Pimpinan (Matkopim) tidak hanya bekerja secara teknis (upload konten), 

tetapi juga strategis (dengan menganalisis isu masyarakat). 

Dari kategorisasi kedua, Optimalisasi Layanan Informasi Publik dengan 

indikator kecepatan, kejelasan, dan akurasi informasi telah menjadi standar 

operasional. Efektifitas layanan terbukti dari tingkat kepuasan informan masyarakat 

(Yumna dan Bapak Alfan) serta peningkatan kepercayaan publik. Inovasi teknologi 
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yang direncanakan oleh Bapak Fadli Satya Caniago menunjukkan bahwa optimalisasi 

ini mengarah pada sistem yang lebih efisien dan transparan (SPBE). 

Sementara itu, dalam penelitian ini menemukan fenomena menarik di mana 

kepuasan publik terhadap layanan informasi digital pemerintah ini tidak bersifat 

tunggal. Bapak Alfan dan Yumna sebagai masyarakat melihat bahwa layanan 

informasi digital di Biro Adpim ini sebagai kemajuan luar biasa yang meningkatkan 

kepercayaan mereka. Di sisi lain, Clara sebagai mahasiswa memberikan perspektif 

kritis yang mencerminkan tuntutan kelompok berpendidikan tinggi. Baginya, sekadar 

“aktif di media sosial” belum cukup jika database utama pemerintah (website) masih 

menyajikan informasi yang kurang tepat karena kurang pembaruan.  

Kritik dari Clara ini sangat berharga karena menunjukkan bahwa optimalisasi 

layanan informasi publik tidak boleh hanya bersifat permukaan (front-end) di media 

sosial, tetapi harus didukung oleh integrasi data di belakang layar (back-end) yang 

kuat. Ketidaksinkronan yang dikeluhkan Clara selaras dengan temuan Ombudsman 

RI Perwakilan Sumatera Utara yang menyebutkan adanya kenaikan laporan 

maladministrasi di Sumut, di mana kualitas pelayanan publik seringkali 

dipertanyakan oleh masyarakat yang semakin melek hak (Utara, 2025). 

Komunikasi digital Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provsu ini 

harus mampu menjembatani kesenjangan ini dengan tidak hanya menonjolkan 

kegiatan protokoler pimpinan, tetapi lebih banyak menyajikan substansi kegiatan 

yang berdampak nyata bagi masyaraka, aeperti program Mudik Gratis atau Universal 

Health Coverage (UHC) yang telah berhasil dilaksanakan. 



65 
 

 
 

Berdasarkan seluruh uraian hasil dan pembahasan, terdapat beberapa strategi 

penguatan yang harus diambil oleh Biro Adpim Setda Provsu ini guna mencapai 

optimalisasi yang lebih baik kedepannya: 

1) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti yang dikeluhkan oleh Bapak 

Juan mengenai keterbatasan personel di tengah padatnya jadwal pimpinan harus 

direspons dengan penambahan tenaga kreatif yang memiliki spesialisasi digital 

humas. Hal ini penting agar kualitas konten tidak menuuun akibat kelelahan fisik 

dan mental staf. 

2) Modernisasi website secara menyeluruh, yang mana website harus direvitalisasi 

agar setara dengan media sosial dalam hal kecepatan pembaruan. Fitur live chat 

sebagaimana yang disarankan dalam strategi PPID nasional dapat ditambahkan 

untuk memperkuat interaktivitas. 

3) Implementasi Full Digital Governance, rencana sistem kenaikan pangkat 

otomatis harus segera diintegrasikan untuk membuktikan bahwa Biro Adpim 

adalah pelopor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang nyata, 

bukan sekadar simbolis. 

4) Manajemen umpan balik yang proaktif, Biro Adpim ini perlu untuk 

mengembangkan protokol manajemen krisis digital yang lebih canggih, di mana 

umpan balik negatif tidak hanya didiamkan, melainkan dikelola secara persuasif 

guna meminimalisir polarisasi opini di masyarakat Sumatera Utara. 

Secara keseluruhan, peran komunikasi digital Biro Adpim ini telah 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keterbukaan informasi di Sumatera 
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Utara. Meskipun masih terdapat tantangan teknis dan sumber daya, komitmen 

birokrasi dalam melakukan transformasi digital patut diapresiasi sebagai langkah 

maju menuju tata kelola pemerintahan yang baik di era digital. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka simpilan dari penelitian 

ini ialah sebagai berikut: 

1) Peran komunikasi digital sebagai instrumen strategis, komunikasi digital di Biro 

Adpim Setda Provsu ini telah bertransformasi dari sekadar alat publikasi menjadi 

sarana strategis dalam membangun kepercayaan publik. Serta juga turut aktif 

dalam melakukan pemantauan isu (issue management) terhadap permasalahan 

yang berkembang di masyarakat, untuk kemudian direspons melalui konten 

digital yang menunjukkan kehadiran dan kinerja pimpinan daerah. 

2) Efektivitas penyampaian dan penyajian konten dari strategi “penyederhanaan 

bahasa birokrasi” melalui pendekatan kasual namun berbobot terbukti efektif 

dala menjangkau pemahaman masyarakat, khususnya Gen Z. Penggunaan format 

visual seperti video reels memberikan dampak interaksi yang jauh lebih tinggi 

dibanding format teks atau flyer, sesuai dengan karakteristik media baru yang 

mengedepankan aspek visualitas dan koneksivitas. 

3) Pengelolaan media sosial dan website dilakukan secara terintegrasi antara admin, 

editor, dan pengelola website melalui koordinasi dengan Dinas Kominfo. Namun, 

pola manajemen komunikasi masih dipengaruhi oleh birokrasi yang kaku dengan 
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sistem persetujuan (approval) yang berjenjang. Hal ini terkadang menghambat 

kecepatan dan respons spontan dalam ruang digital yang serba cepat. 

4) Dari dimensi kualitas layanan informasi, aspek tangibles (tampilan visual) dan 

assurance (kredibilitas informasi resmi) telah terpenuhi dengan baik. Namun, 

terdapat kelemahan pada dimensi reliability (keandalan) dan  responsiveness 

(daya tanggap) terkait keterkinian website resmi. Ditemukan adanya 

ketidaksinkronan data antara media sosial dengan website yang menyajikan 

informasi lama yang berpotensi menimbulkan kebingungan pada pengguna. 

Namun, setelah obdervasi mendalam, ketidaksinkronan website ini sudah tidak 

ditemukan kembali pada laman website tersebut. 

5) Komunikasi dua arah telah diupayakan Biro Adpim melalui respons terhadap 

komentar dan pesan langsung (direct message). Meski demikian, manajemen 

umpan balik masih bersifat selektif dimana admin cenderung menghindari 

interaksi dengan komentas negatif atau kritis yang dianggap tidak berdasarkan 

fakta. Hal ini menunjukkan bahwa praktik Cyber PR di lingkungan Birokrasi 

masih berada pada tahap transisi menuju model komunikasi simetris dua arah 

yang ideal. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan, maka beberapa 

sarannya ialah sebagai berikut: 
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1) Biro Adpim diharapkan dapat menambah tenaga kreatif khusus konten digital 

untuk menjaga kualitas dan intensitas publikasi di tengah padatnya agenda 

pimpinan. 

2) Biro Adpim dapat melakukan sinkronisasi sistem antara website dan media sosial 

agar informasi di seluruh kanal digital tetap akurat dan mutakhir. 

3) Biro Adpim dapat menyusun standar prosedur (SOP) untuk penanganan 

komentar negatif secara persuasif dan edukatif demi menjaga citra instansi. 

4) Peneliti juga memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji aspek 

Big Data Analytics dalam perumusan kebijakan komunikasi pemerintah. 

5) Untuk subjek penelitian berikutnya juga dapat melakukan studi komparatif pola 

komunikasi digital antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memetakan 

kemajuan digitalisasi daerah. 
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